
c. bahwa ... 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo. Pasal 39 ayat ( 1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri 
Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 
persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan: 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat {2) dan ayat (8) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, tambahan penghasilan diberikan dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban keria, 
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, 
dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 
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5. Undang ... 

c. bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Kota telah 

rnenetapkan Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2009 tentang 

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri 

Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok, yang 

dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu 
disempumakan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Kriteria Pemberian Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Kota Depok; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun i999 terrtang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II 

Cilegon (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3828); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4060); 

Mengingat 



11. Peraturan ... 

Republik Indonesia Nomor 3093); 

Negara Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran Negara 

Sipil (Lembaran 
1976 Nomor 57, 

Negeri 
Tahun 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerirrtah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai 

Nornor 32 Tahun 2004 
(Lembaran Negara 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
ten tang Pemerintahan Daerah 

Negara Republik Indonesia Nomor 4394); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 



16. Peraturan ..... 

Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 201 O ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138}; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pernindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503}; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



22. Peraturan ..... 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan at.as Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 



2. Calon ·~· 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS ~dalah Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok. 

Pasal 1 

BAB I 

PER.ATURA.;.Tf WALI!COTA DEPOK TENT~'afG K..'IUTEP..l..4. PE!l!BER!A'Pf 
TAMBAHAN PENOHASILAN BAGI PBOA'WAI REGERI SIPIL/CALON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERIRTAH KOTA DEPOK. 

MElllUTUSKAN : 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19); 
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang 
Pedornan Jabatan Fungsional Umurn di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 ten tang 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Menetapkan 



12. Jabatan ... 

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah 
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok. 

3. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil/ 
Calon Pegawai Negeri Sipil, 

4. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari 

kegiatan padajam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan 
kesejahteraan. 

5. Harl Kinerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS 

untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 
6. Jam Kerja adalah setiap PNS dan CPNS wajib datang, 

melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta 
tidak berada diternpat lain/ umum bukan karena dinas. 

7. Bo bot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja 
pada masing-masing jabatan pegawai. 

8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam 
jangka waktu tertentu. 

9. Penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang 
berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan. 

10. .Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang clan hak seseorang PNS dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian clan/ atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan 
jabatan clan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, 



B~.i\B II .... 

kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima aka1 

sehat. 

18. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak :masuk 

15. Terlambat Datang darr/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena 
Alasan Kedinasan adalah datang lewat dari jam kerja yang 
ditentukan dan/ atau tidak melaksanakan apel pagi kecuali 
karena alasan kedinasan yang dibuktikan dengan bukti 
keterangan yang sah. 

16. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah adalah pulang sebelum 

waktunya atau berada di tempat lain/ umum bukan karena dinas 
dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat. 

17. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tan pa Alasan Yang Sah adalah 
tidak melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan 
dengan alasan yang tidak dapat diterima aka! sehat, 

diterima ~ kal sehat. 

peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan 
kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur 
kerja (Standar Operating Procedure atau SOP). 

14. Tanpa Alasan Yang Sah adalah bahwa alasannya tidak dapat 

13. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang 

berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, 
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau 

seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan 

untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka 
kredit. 

men, mjukkan tugas, ta.11,gg1...1ng jawab, wewenang, dan hak 

12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang 



c. Jika .... 

jabatan lainnya; 
b. Jika suatu jabatan dianggap bobot jabatan atau nilainya lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan pasangannya maka diberi nilai 
2; 

Pasal 4 
(1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a, dihitung dengan mernpertimbangkan bobot 
jabatan. 

(2) Untuk menentukan bobot jabatan masing-rnasing kelompok 
jabatan dilakukan dengan cara : 
a. Membandingkan secara langsung antara satu jabatan dengan 

BAB m 
KRITERIA PEMBERIAlf TAIIBAHAN PENGII..ASILAN 

Bagian Pertama 
Kriteria Tambahan Penghasilan 

Pua13 
Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS, 

berdasarkan kriteria sebagai berikut : 
a. Pertimbangan objektif lainnya; 
b. Behan kerja; dan 
c. Kondisi kerja. 

BAB D 
TUJU.A.N 
Paaal 2 

Tujuan memberikan tarnbahan penghasilan adalah untuk 
meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di 
lingkungan Pemerintah Kota Depok. 



Pasal 8 .... 

Bagian Kedua 
Komponen Tambahan Penghasllan 

Pasal 7 
( 1) PNS dan CPNS berhak menerima tambahan penghasilan dengan 

penuh apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot 
sebesar 60% dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 40%. 

(2) Komponen disiplin diukur berdasarkan kehadiran secara fisik 
dari PNS dan CPNS selama masa kinerja sesuai dengan jam kerja 
yang telah ditetapkan di tempat kerjanya. 

(3) Komponen k.inerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan 
tugas yang disampaikan kepada atasan langsung pada setiap 
hari Senin, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan W alikota ini. 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri. 

Pasal 6 

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 
lainnya, beban kerja dan kondisi kerja serta penetapan bobot jabatan 

ditentukan berdasarkan nilai bobot hasil kerja, yaitu 1 (satu) dikali 
besaran tambahan penghasilan. 

Pual5 
Untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c 

' 

c. Jika nilai atau bobot jabatan dianggap sama dengan 
pasangannya maka diberi nilai 1; dan 

d. Jika bobot jabatan atau nilai jabatan dipandang lebih rendah 
dibanding pasangannya maka tidak diberi nilai. 



Pasal 10 .... 

Pasal 9 
( 1) Tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS berkurang apabila 

terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen 
pengurangan kinerja. 

(2) Komponen pengurangan disiplin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Terlambat Datang dan/ atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena 

Alasan Kedinasan; 
b. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah; 
c. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah; dan 
d, Tidak Masuk Kerja Tan pa Alasan Yang SaJ1; 

(3) Komponen pengurangan kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah PNS dan CPNS yang tidak membuat Laporan 
Mingguan dengan berdasarkan basil Pelaksanaan Tugas 
perharinya. 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

(1) PNS dan CPNS yang melaksanakan cuti dan/atau ctrti bersama 

yang telah ditetapkan oleh pernerintah, melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan, dinas luar dan sakit, berhak menerima 
tambahan penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan 
komponen pengurangan disiplin dan kinerja. 

(2) Cuti, pendidikan dan pelatihan, dinas luar dan sakit lebih dari 2 
(dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan bukti keterangan yang sah. 

(3) PNS dan CPNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari 
berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang 

bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya. 
(4) Tata Cara pelaksanaan cuti PNS mengacu pada peraturan 



Pasal 11 

(2) Daftar kehadiran mempergunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

1'0 JEl!IIS PElfD&Alf BO BOT JVJILAB PEJIGURANGAlf I I l ! KOmPOlflffl i 60% ll TBWAGA ~~-~ • I 

I I PBBOURAJJGAII Tambalwl &'U.RUIUO:.~ KET 
'" ,,u• 

DI81PLJ11 PenpaaDan UIWJI TERTEl'ITU 

I .1.Terlambat Datang ' I dan/ atau Tidak B~ ~ 

I 
I Apel Pagi Kecuah Per hari 1% Kehadiran 

I 1% 1% 
Karena Alasan I di Tempat 

I ! . i Lap. Apel I Kedinasan I I 
2.Pulang Cepat Tanpa ! Daftar Per hari 2% 2% 2% 

IKehadiran Alasan Yang Sah 

I 
j3.Meninggalkan Tugas 

Oaf tar I Kedinasan Tanpa Per hari 2% 2% 2% 

I Kehadiran 
Alasan Yang Sah 

i r· Tidak Masuk Kerja I I Daftar Tanpa Alasan Yang Per hari 5% 5% 5% I Sah 
Kehadiran 

I 
! KO!IPC!ffllr l 40%x TDAGA TEXAGA 

·P&J~ 
D I PBllGURAlfGAll Tambabao Jl'tJll08IO:.':.: ... •AL KBT 

I KIRRJA Penpa.Uan UimK 'tntu•rtJ 
jPenyelesaian pekerjaar. I 

l i ~a.ng dibuktikan l I Pejabat 
~engan Laporan Per hari 5% 5% 5% I 

I Penilai 

I 
elaksanaan Tugas 

~Laporan Mingguan] i i I 

( 1) Tata cara penghitungan kornponen pengurangan disiplin da..--1 
kinerja sebagai berikut: 

Pasal 10 



c. Lurah ... 

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN 

Pasal 12 
(1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk PNS dan 

CPNS didasarkan pada daftar penilaian yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pejabat penilai serta disetujui oleh pejabat 
penanggungjawab. 

(2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1) adalah 
atasan langsung dari PNS / CPNS yang dinilai. 

(3) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah atasan langsung dari pejabat penilai. 

(4) Khusus untuk penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan : 
a. Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pejabat 

penilai dan penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah. 
b. Camat dan eselon setingkatnya, pejabat penilai adalah 

Asisten sesuai bidang tugasnya dan pejabat 
penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah. 

BABI"'v 

Pasal 11 
(1) PNS dan CPNS pindahan dari Pemerintah Pusar/Daerah lain dan 

PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Organisasi Perangkat 
Daerah Pemerintah Kota Depok serta pegawai titipan berhak 
menerima tambahan penghasilan. 

(2) PNS dan CPNS yang dipekerjakan di luar Organisasi Perangkat 
Daerah Pemerintah Kota Depok tidak berhak merierirna 
tambahan penghasilan. 

{3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima 
tambahan penghasilan setelah anggarannya dimuat dalam APBD. 



BABV ... 

Paaal 14 
Tambahan penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 
bulan berilrutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima. 

Pasal 13 
Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja yang 
tercantum dalam APBD. 

c. Lurah dan eselon setingkatnya, pejabat penilai adalah Camat 

dan penanggungjawab adalah Asisten yang membidangi tugas 
terse but. 

d. Kepala UPT, pejabat penilai adalah Sekretaris dan pejabat 
penanggungjawab adalah Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah di masing-masing satuan kerja. 

(5) Tata cara perrnintaan pembayaran tambahan penghasilan 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar 

penilaian PNS dan CPNS di lingkungan kerjanya sesuai 
dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

Peraturan W alikota ini.; 
b. Pejabat penilai mengusulkan daftar penilaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf a kepada penanggungjawab untuk 
mendapat persetujuan; 

c. Berdasarkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, bendahara pengeluaran di masing-masing 
satuan kerja mengajukan Surat Perintah Membayar 
Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku. 



Diundangkan di Depok 
pada tanggal 30 Oktober 2013 
SEKRETAJUS DAERAH KOTA DEPOK, 

~ 
Hj. ETY ~URYAHATI 
SERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR ,e 

Kota Depok. 

Pasal 16 
Peraturan rm mulai berlaku 2 (dua} bulan terhitung sejak 
tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan 1n1 dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

BABV 

KETENTUA..'IV PENUTUP 

Pasal 15 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 01 
Tahun 2009 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan 
Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 
Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



B. MUR MAHMUDI ISMA'U. 

WALIKOTA DEPOK, 
Pelaksanaan Tugas 

Format Laporan Pelaksanaan Togas 
a. Format Daftar Hadir Apel Pagi 
b. Format Daftar Hadir Pagi 
c. Format Daftar Hadir Sore 
d. Format Rekapitulasi Daftar Hadir 

Pegawai 
1. Format Tambahan Penghasilan 
2. Daftar Tambahan Penghasilan 

berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya 
3. Format Penilaian Disiplin dan 

Kinerja 

LAMPIRAN PERATUR.AB WALJKOTA DBPOK 
l'OMOR 38 T~ 2013 
TElfT.AlfG KRITERIA PBIIBERIAB TAMBABAR 
PENOBASILAl'f BAGI PlfS/CPifS PEMERDn'AH KOTA DEPOK 

III. Lampiran III 

II. Lampiran II 

I. Lampiran I 



!fapa.aJelaa 
Pan.pat 

DP. 

Yang Membuat, Men.getahai, 
PeJabat Penang:anglawab 

I TANGGAL l I PARAF 
U-KA.IAi"'l KEGIATAN HAS IL PEJABAT 

PENILAI 
... / ... / ... - Apel Pagi. 

- ... 
- ... 

... / ... / ... -Apel Pagi. 

i i 

Unit Kerja 
Bulan 

Nama 
NIP 

LAIIPIRA.l'f I PERATURA!f WALIKOTA DBPOK 



1KE'i'ERABGA...Yf : NAM...\.: . c : CUTI = org 
PDDK : PENDmJKAN DAN PELATIBAN = or.: 
DL : DINASLUAR = org 
s : SAKIT = org 
TD/ TAP : TERLAMBAT DATANG/ TIDAK APEL PAGI = org i 

1TMTA : 'ffDAK MASUK KERJA TA.!IPA A.LA.SAN YANG SAH = org 

Nam.a Jelas 
Pangkat 

NIP. 

Nam.aJelas 
Pangkat 

NIP. 

Pejabat Penilai M.engetahui, 
Pejabat Penanuungjawab 

..... -- 

KEHADIRAN KETERANGAN 
NO NAMA JABATAN 

PDDKlnLI · HADIR TIDAK HAD!R c s TD/TAP TMTA 

I 

' 1 

HA.RI 
TAN GOAL 

A. BE:.NTtJK FORM DL""TAR HADIR APEL PAG! 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK 



Pangkat 
NIP. 

TD/ TAP: TERLAMBAT DATANG/ TIDAK APEL PAGI 

lMTA : TIDAi( MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH 

PCTA : PUl.ANG C£PATTANPAALASAN VANG SAH 

MKTA : MENINGGALKAN TUGAS KEOINASAN TANPA ALASAN VANG SAH 

Nam;:Je!as :SAKIT 

PODK : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

DL : DINAS LUAR 

KETERA .. !GA!'! : Mengetahui, 
Pejabat Penanggungjawab : CUTI c 

I No 
BULAN MEI 2013 

NAMA PEGAWAl NIP JABATAN 
24125 ·2s'2s 1 2 3· 4' s 6 7 5'9 10 11 12 13 14'15"16 17"18 19 20 21 22 23 26 27 30 31 

' I i I i 

C. DAFT AR HADIR SORE 

MP. 

TO/ TAP: TERiAMBAT DATANG/ TIDAK APEL PAGI 

TMTA : TIOAK MASUK KERJA TANPAALASAA YANG SAtt 

PCTA : PULANG CEPATTANPA AlASAN YANG SAH 

MKTA : MENINGGAtKA_N TUGAS KEDINASAN TANPA ALASAN YANG SAH 

NamaJelas 
Pangkat 

:SAKIT s 

Mengetahui, 
Pejabat Penanggungjawab 

KETERANGAN: 
C :CUTI 

POOK : PENOIDIKA_N DAN PEI.Al!HA!I! 

DL : OINAS LUAR 

NO NAMA PEGAWAI NIP JABATAN BULAN MEI 2013 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 1l 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

. i i . ! 

B. DAFTAR HADIR PAGI 



MICTA : MENINGGAlU.N 1UGAS ICEDINASAN TANPA ALASAN YANG 5AH 

Nlffll Jelas 
Panpat 

NIP. : TIDAi< MA5UK 1CER1A TANPA AlASAN YANG SAM 
: PUlANG CEPATTANPAALASAN YANG SAH 

TMl'A 
PCTA 

Menpblhui, 
h~ PcMnau•wab 

KETUANGAN: 
c :Cu"ll 

PODK : P£NDIDICAN DAN P£LATIHAN 

DL : DINA$ I.UAR 
S :SAICIT 

TD/ TAP : mu.AMIAT DATNtG/ TIDM Al'£I. PAGI 

JUMLAHHAIU ICfflRANGAN TIDAi< HADIR JUMLAH NCl NAMA PEGAWAI NIP JAIATAN KEIUA TD/TAP PCTA MKTA TMTA c POOi( DL s TIDAKNADIR 
! 

D, REKAPITUI.ASI DAFTAR HADIR PEGAWAI 



NamaJeJas 
Pangkat 

NIP. 

NamaJelas 
Pangkat 

NIP. 

Pejabat Penilal 
Mengetahul 

Pejabat Penanggungjawab 

-- 
NO JENIS PENILAIAN NllAI 

.. - ··-····---··· - .. --- -·· 

I. KOMPONEN DISIPUN 
a. Terlambat Datang dan/ atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan . ., % 
b. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah ...% 
c. Menlnggalkan Tugas Kedlnasan Tanpa Alasan Yang Sah ... % 
d. Tidak. Mas_uk _ Keria Tanp_a AlasanYal'lg_ S~h . .. % -- - --- ------·----·"········· -------------- . -···-· - -- ... . - --···------·-····-- -, ··-- ---------·-- ·--- ··--------- -- 

JUMLAH ... % 
BOBOT PENiLAIAN DISIPUN (60% - Jumlah %) ... % 

H. "KOMPONEN KINERJA 

Penyelesaian pekerjaan yang dlbuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas ... % 
(Laooran Min6U!uan) 

JUMLAH ... % 

i BOBOT PEN!LAIAN KINERJA {40% • Jumlah %) ... % 

TOTAL PENILAIAN ... % 

Nama 
NIP 
Unit Kerja : 
Bulan 

3 FORMAT PENILAIAN DISIPLIN DAN KI.NERJA 



Nama Jelas 
Pangkat 

NIP. 

NamaJelas 
Pangkat 

NIP. 

Pejabat PenUai 
Mengetahui, 

Pejabat Penanggungjawab 

jNo NAMA NiP JABATAN lAPORAN PElAKSANAAN TUGAS 
I ADA TIDAKADA 
i . ... ... ... . .. v I 

i 
i 

I I I i i 

BULAN: 
4, REKAPITUlASI lAPORAN PELAKSANAAN TUGAS 


